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SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
9);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor
16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 121);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor S5 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
110);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah  Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008
Nomor 10);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Temanggung Tahun  2011-2031 (Lembaran  Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah  Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun  2018-2023 (Lembaran  Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 123);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
128);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023, yang
selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung untuk
periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2023 dan berakhir
pada 31 Desember 2023, yang ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2023 ditetapkan.

Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BABII : EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021;

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
e. BABV :PENUTUP.

(2) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Daftar Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

aoop



Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.
Ditetapkan di Temanggung

pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI TEMANGGUNG,
ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 58




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis
Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2023 oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan
dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5
(lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka
meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka
Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi
serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023, merupakan
perencanaan tahun kelima dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode Tahun 2023 yang memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi,
potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh
berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan
dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 memiliki
keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi,
dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

B. Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun
dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;
Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Perangkat Daerah,
pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan
RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang
diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan
pelayanan internal Perangkat Daerah, yang menyangkut aspek:
1) Kondisi pelayanan Perangkat Daerah;

2) Organisasi dan Tatalaksana Perangkat Daerah;



3)

4)

S)
6)

7)

8)
9)

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun
sebelumnya,;

Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Perubahan
Renstra Perangkat Daerah;

Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;

Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi
pelayanan Perangkat Daerah;

Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Perangkat
Daerah;

Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan,;

Rancangan awal RKPD Kabupaten Temangung tahun 2023;

10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Provinsi;

11) Data Pokok Pembangunan Perangkat Daerah; dan

12) Informasi lain terkait pelayanan Perangkat Daerah.

b. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah
adalah:

1)

2)

3)

4)

5)

Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur
kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator
kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam
Renstra Perangkat Daerah untuk kondisi tahun 2019-2023;

Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2021,
dan perkiraan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah
disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;

Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi,
rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator

kinerja pada Perangkat Daerah.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu

berdasarkan Renstra Perangkat Daerah;

Review hasil evaluasi mencakup:

1)

2)

Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
yang direncanakan;
Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang

direncanakan;



3)

Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau
kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul
terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Perangkat
Daerah. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan
penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor

penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Perubahan Renstra Perangkat

Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target
kinerja program;

Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat
Daerah tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana
pencapaian kinerja terhadap target kinerja Perubahan Renstra
Perangkat Daerah;

Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan
dengan capaian kinerja kegiatan Perubahan Renstra Perangkat Daerah
dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;

Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana
berdasarkan capaian kinerja Perubahan Renstra Perangkat Daerah
sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu
dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai

keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas

pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Perubahan Renstra

Perangkat Daerah.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

1)

2)

Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis
yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah;



3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian
program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan
Minimal) dan SDG’s (Sustainable Developmnet Goals);

4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;

6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat
Daerah;

7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi

prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan,

tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif
yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Perangkat

Daerah.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di
dalam rancangan awal RKPD;

b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan
yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil
analisis kebutuhan.

c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD
menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan
daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan

dengan sasaran target kinerja Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian

dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku

kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan
pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah. Usulan program atau kegiatan yang berasal dari

masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi

dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Perangkat

Daerah. Namun dalam proses ini Perangkat Daerah mempunyai peran yang



sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat
dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Perangkat
Daerah terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;
Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran
pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan
relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk
memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah;
Penyusunan dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan
kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan
mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program
atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;
Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan
sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan
pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata
kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan,
ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi,
lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan,
terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi,
politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah;
Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah perlu dilakukan
setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan
kerja.

1. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan
Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk
menyelaraskan rumusan rancangan Renja Perangkat Daerah dengan saran
dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah dengan hasil
pembahasan forum Perangkat Daerah.
Dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah didiskusikan
dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan
masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum

Perangkat Daerah.



BAB II
RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023

Daftar Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagai

berikut:
No. Nama Perangkat Daerah Pagu Akhir
1. | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 746.333.537.374
2. | Dinas Kesehatan 219.380.540.358
3. | Rumah Sakit Umum Daerah 259.661.004.230
4. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 241.694.707.422
5. | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 20.140.577.412
6. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7.134.815.189
7. | Dinas Sosial 27.402.236.000
8. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.851.371.072
9. | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 9.288.773.397
10. | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan 63.880.298.238
11. Plnas Perumaban Rakyat, Kawasan Permukiman, dan 94.023.619.167
Lingkungan Hidup
12. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.984.763.588
13. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 385.828.230.676
14. | Dinas Pem.berdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 15.872.999.008
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15. | Dinas Perhubungan 46.415.474.070
16. | Dinas Komunikasi dan Informatika 13.299.876.762
17. | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan 05 449 833639
Perdagangan
18. | Dinas Penanaman Modal 5.462.668.553
19. | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 20.829.843.334
20. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 8.232.052.145
21. | Sekretariat DPRD 47.479.177.625
22. | Inspektorat 6.648.808.827
23. | Sekretariat Daerah 77.883.490.473
24. | Bappeda 9.674.341.326
25. | BPKPAD 36.335.198.055
26. | BKPSDM 6.698.382.584
27. | Kecamatan Temanggung 30.337.321.392
28. | Kecamatan Tembarak 1.894.103.998
29. | Kecamatan Pringsurat 2.745.806.923
30. | Kecamatan Kaloran 2.070.659.017
31. | Kecamatan Parakan 6.129.838.869
32. | Kecamatan Bulu 2.036.251.947
33. | Kecamatan Kedu 2.184.498.012
34. | Kecamatan Kandangan 2.239.984.444
35. | Kecamatan Candiroto 2.310.402.060
36. | Kecamatan Ngadirejo 3.801.859.726
37. | Kecamatan Jumo 2.226.607.837
38. | Kecamatan Wonoboyo 2.079.900.886




No. Nama Perangkat Daerah Pagu Akhir

39. | Kecamatan Kranggan 4.439.666.988
40. | Kecamatan Bejen 2.012.988.619
41. | Kecamatan Kledung 2.221.396.881
42. | Kecamatan Bansari 2.546.542.525
43. | Kecamatan Tlogomulyo 2.148.595.825
44. | Kecamatan Selopampang 2.447.760.347
45. | Kecamatan Gemawang 2.159.064.162
46. | Kecamatan Tretep 1.898.879.213

Total

2.486.811.750.194




BAB III
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode Tahun 2023 yang memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi,
potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh
berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan
dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun
2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat
penyusunan Visi dan Misi Perangkat Daerah dapat tercapai sesuai dengan
pentahapan yang telah direncanakan dan dapat mendukung pencapaian sasaran
pembangunan daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten

Temanggung.

BUPATI TEMANGGUNG,
ttd.
M. AL KHADZIQ




